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WALIKOTA PAREPARE 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE 

NOMOR 5 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
WALIKOTA PAREPARE, 

 
Menimbang  :  a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu 

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota 
Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang  Retribusi 

Perizinan Tertentu; 
 

  b. bahwa untuk melakukan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 

Daerah; 
 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu. 

 
Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor  29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
 

3. Undang ............ 

 

SALINAN 
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  3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290); 

 
  4.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib 

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3214); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

 
  6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 nomor 126), Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  8.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4752); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

 
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Retribusi dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

   
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
 
 

12.Undang .......... 
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  12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 141), Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5060); 

 
  13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 Tentang bangunan Gedung  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 83), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolahan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

   
  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan L:embaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
  

20.Peraturan ............ 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan L:embaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5960); 
 

22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 85);     
  

23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);    
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE 

 

dan 
 

WALIKOTA PAREPARE 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 4 TAHUN 
2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Parepare Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 
2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 85), diubah 

sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6 dan angka 7 diubah dan angka 12, 

angka 16 dan angka 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal I 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 
 

3. Walikota  adalah Walikota Parepare. 
 

4.Pemerintah .............. 
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4. Pemerintah adalah Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi. 
 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 
 

6. Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare selanjutnya disebut Organisasi 

Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai 
tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah. 

 
7. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

dibidang pemungutan pajak daerah. 
 

8. Retribusi Daerah yang Selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan 
Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan 
orang pribadi atau Badan. 

 
9. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

Rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

 
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun 
baru, Rehabilitas/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan 

bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan 
teknis yang baru. 

 
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan sebagai pembayaran 

atas pemberian izin mendirikan bangunan, termasuk merubah bangunan 

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan. 
 

12. Dihapus; 
 

13. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan Jasa dan 

Angkutan khusus yang mempunyai arah dan tujuan perjalanan kerja, 
lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah 
kota. 

 
14. Izin Trayek adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang 

ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan kendaraan bermotor umum, 

untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang pada trayek yang 
ditentukan dalam kota. 

 
15. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian 

izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayana 

angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 
 

16.dihapus ........... 
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16. dihapus; 
 

17. dihapus; 
 

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

 
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah. 
 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

 
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB, adalah surat Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

 
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administarif 

berupa bunga dan/atau denda. 
 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dang mengolah 

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

retribusi daerah. 
 

24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 2 

ayat 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB II 

NAMA DAN GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 

1) Jenis Retribusi Meliputi : 

a. dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi 
atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

b. dihapus; 
 

c.dengan ............ 
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c. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian 

izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan 
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu 
; dan 

d. dihapus 
 

3. BAB III Bagian Kedua Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Bagian Kedua 

dihapus 
 

Pasal 4 

dihapus 
 

(1) dihapus 

(2) dihapus 
 

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
dihapus 

 
5. Ketentuan Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi: 

 
Pasal 11 
dihapus 

 
6. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi: 

 
Pasal 12 

dihapus 
(1) dihapus 

(2) dihapus 
(3) dihapus 

(4) dihapus 
 

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi : 
 

Pasal 13 
dihapus 

 
(1) dihapus 
(2) dihapus 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare 
 

 
 
 



 

Ditetapkan di Parepare 
Pada tanggal 21 Juni 2018 

P
Pjs.WALIKOTA PAREPARE, 

  
ttd 

 
LUTFIE NATSIR 

 

 
 

 
Diundangkan di Parepare  

Pada tanggal 21 Juni 2018 
 
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 

 
       ttd 

 
IWAN ASAAD 

 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 5  

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI 
SELATAN : B.HK.HAM.5.051.18 

 


